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BUPATI BANYUMAS

7 PERATURAN BUPAT] BANYUMAS

NOMOR: 12 Thipyyy gon

TENTANG

UMUM PUSAT PELAYAN
oOMAN AN TERPADU ( PP
00U AN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPA TN anAS

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa guna terbangunnya jaringan koordinasi yang solid dalam
melaksanakan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas diperlukan pedoman umum yang mengatur
pelaksanaan penanganan kekerasan berbasis gender dan anak
Kabupaten Banyumas ;

nimbang

b. bahwa Pedoman Umum sebagaimana tersebut pada butir a, adalah
pedoman yang mengatur tata cara Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)
Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak Kabupaten

Banyumas

c. bahwa demi kelancaran dan menjamin kepastian hukum serta mengikat
semua pihak terkait dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.
ngingat . 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 ),

2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi

mengenai Penghapusan Segala Bentu
84 Nomor 29, Tambahan Lembaran

k Diskriminasi Terhadap Wanita

(Lembaran Negara Tahun 19

Negara Nomor 4437)

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4235),
mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

5 Tambahan Lembaran

w

4. Undang-undang No

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 12

Negara Nomor 4437) ;



5. Undang-undang Nomor

2
Kekerasan Dajan . 3 Tahyp 2004
m

ah T

tentang Pen
ghapusan
2004 Nomor 4414 ). angga | P

Lembaran Negara Tahun

Tenaga Kerja Indonesia gj Luar Negerj -

Instansi Vert i
e fikal di Daerah (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 10
ambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

1. Instruksi Presiden Nomor

ampematikaﬂ S 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan
alam Pembangunan Nasional ;
2. Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
Menteri Sosial Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik
Indonesia Nomor :
a. 14/Men . PP/Dep.V/X/2002
b. 1329/MENKES/SKB/X/2002
c. 75/HUK/2002
d. B/3048/X/2002.
tentang Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak.
MEMUTUSKAN :
etapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM  PUSAT
PELAYANAN TERPADU (PPT) PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS
GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS
Pasal 1

) Penanganan Kekerasan Berbasis



Pasal 3
mulai perlaku pada tanggal diundangkan,
|

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pen

‘ gundangan Peraturan Bupati ini
¢ ppatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyu
ne
ape

mas

Ditetapkan di Purwokerto

| . padatanggal 19 MAR 2006
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NR cekerasan berbasis gender gap 4,

kin meningkat kualitas gap, wa tmerupakan fe
ntit

Nome .
asnya, "@ sosial yang makin marak

fK0saan
P iolai n + Pelecehan
,’e[enbanw dan |a|n'|a|n, tampaknya akan teruS b ) ploitaSi x ) perdagangan
o o domestik maupun publik yang pods itemy;
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Iy n anak, kekerasan d
# da alam fuma ¢

ksual, kekerasan terhadap

u .
Kasus kekerasan yang terjag g iy Mnya
a

002 sebanyak 68% terjadi dalam lingkun

gan pr
 umum (Sumber data : LSM Lenters P privat

09

19
(keluarga) dan selebihnya terjadi

dﬁenunjuka‘n bahwa kekerasan yang terjagj (e, Zann WEC Purwokerto). Dari data tersebut
m.enal (orban daripada orang asing, Yak dilakukan oleh orang-orang yang

leran fidak menAapaL NUKUMEN yang sefimpg genocy ner
uatann

endapat hukuman, lamanya hukuman fidak sebanding denga 1%, tlaupun mereka
N pen

mengikutinya. Dan ini . deritaan korban dan
darﬂPak yang g y an ini menunjukan bahwa meningkatnya kasus kek
ekerasan

uan dan a i i
hadep peremp nak karena tidak dibarengi dengan sistem penanganan ya
ng

pemadai, tuntas, dan adil bagi korban.

Dan sebagai respon positif dalam memberikan periindungan terhadap korban, maka
pemeﬂntah Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan Instansi penegak hukum (Kef.;olisian,
(ejaksaan dan Pengadilan), BAPAS, Rumah Sakit Daerah/Swasta, LSM dan Orsos/Omna;
perempuan yang ada di Purwokerto mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

WAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANYUMAS.

1. Maksud
a. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis Gender merupakan satu

bentuk pelayanan dalam upaya pemenuhan kebutuhan peningkatan pendidikan,

kesehatan, ekonomi, penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak

si perempuan dan anak dalam masyarakat.

serta peningkatan posisi dan kondi
Gender merupakan wadah

b. Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan Berbasis

pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masyarakat.

L Tujuan
ban

& Memberikan pelayanan, konseling, bantuan hukum dan rehabilitasi bagi kor

kekerasan baik perempuan maupun anak ;
b. Merupakan lembaga koordinasi bagi LSM: Ormas

terhadap penghapusan dan penanganan kekerasa

maupun penegak hukum yang konsen

n terhadap perempuan dan anak.
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ORBAN EKERASAN BERBASIS GENDER DAN. ANAK- KABUMATEN
KABUPATEN

ZANYUMAS.

1. Kepolisian Resort Banyumas :

a Selaku pelindung, pengayom dan pelayanan . ma
. . masyarakat, Polri be i
Engizaif:ieﬁjggzd:gn, baik secara Iangsung dari korban kekera::r?glg:rrtg:i\s”at;r?;as
e o ! g u orang lain selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pen 'g'k g
. _eng oordinir dan memberikan bantuan teknis penyidikan kepada Tim Penp 'd'ilFl> o
jajaran Polres Banyumas dalam rangka penanganan perkara kekerasgélbergfse;:

gender.

2. Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Banyumas:

olisian untuk mempelajari dan memberik
yakan suatu kasus diperiksa di Pengadilan.

Be{kpordinasi dengan Kep an petunjuk secara
yuridis formal mengenai kela

3. Pengadilan Negeri Purwokerto dan Banyurhas:

Berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian dalam melaksanak:
pelaku tindak kekerasan dengan mendayagunakan Hakim yang sensitf

cita rasa keberpihakan pada korban tindak kekerasan-

nakan peradilan terhadap
Gender dan memiliki

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
s Kekerasan

Program peserta alokasi dana penanganan Kasu

"Bﬁenyu§un perencanaan
erbasis Gender dan Anak
abupaten Banyumas :

Kejaksaan Negeri
pedindungan korban,

dilan Negeri untuk

dan Pengad :
ndamping korban

 Badan Kesbang dan Linmas K
Saksi dan Pe

aerkoordinasi dengan Kepolisian,
empelajari kemungkinan periuny@
ekerasan.
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gkoordinir dan menyiapkan N Dinas terkgi - clasama dengan
e un domestik Yang menjagiorpan Fge" hatep b :
me"".” bengadilan Negeri Orban kekerag P buruh atau keluarga mi
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pinds Kesehatan Kabupaten Banyumas -

ngkoordinir Tim Kesehatan (Sarang
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swasta) untuk pelayanan dan pemeriksa Pelayanan baik milk Pemerintah maupun

. an serta ko ;
kekerasan ; nsultasi perempuan dan anak korb
ungjawab atas : orman
~ pertangg’ Qll( o terlaksananya Sister Ruiuk .
dengan tingkat kegawatan. Jukan bagi korban kekerasan sesuai

g, Kantor Depag Kabupaten Banyumas :

a Bertanggungjawab untuk  men
penguatan dari segi keagamaan
b. Memberikan pendampingan bagi korban fi
pengadilan Agama an tindak keke

ylapkan tenaga rohaniawan yang akan memberikan

rasan yang memeriukan layanan di

10.Rumah Sakit Umum Daerah / Swasta :

a. Bert:nggungjawab atas tersedianya pelayanan medis untuk korban kekerasan berbasis
gender .

b. Bertanggungjawab atas terbitnya visum et repertum sesuai dengan permintaan
Kepolisian

¢. Bertanggungjawab atas tersedianya psikolog / psikiater untuk melakukan konseling dan
terapi korban kekerasan berbasis gender

11.Pekerja Sosial / LSM / Ormas Perempuan :

Pendampingan Korban

Bertindak sebagai konselor

Melakukan kunjungan kerumah korban atau rumah aman (Shelter)

Melakukan pemantauan korban selama dan sesudah perawatan di Rumah Sakit .
Melakukan pembinaan dan pembekalan bagi korban pasca penyelesaian masalah/kasus

kekerasan

oo o

P) PELAYANAN TERPADU PENANGANAN
KABUPATEN BANYUMAS.

SHELTER

. STANDART OPERASIONAL PROSEDUR (SO
KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK

PENGURUS PUSAT |
PELAYAYAN TERPADU A
(PPT)

——p4——- RUANG PELAYANAN
@——f KHUSUS (RPK)
T ASUS

KAsus KASUS
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RT,RW, Karang T’;?ga, Pengurys ;  Penanganan medis (ﬁs?i:; s:k's,
una, Pk 3. Pelaya : psikis)
Desal/Kelurahan Babink K 4 La yanan rohani
Ormas) P oebinkamtib, Lgy | lanpor Jika butuh penanganan lebih
7/ Ut (apabila korban menghendaki) |
— /| |
| e+ ;
@A - Kasi Trantib (koordinator) 1. Perlindungan korban dan saksi '
_ Polsek 2. Penanganan medis (fisikipsikis) |
- Puskesmas 3. Pelayanan rohani |
4 Visum_. I
5. Lapor jika butuh penanganan lebih }
- \/L lanjut (apabila korban menghendaki) :
<+ / !
N | PPTKABUPATEN ¥ |
@BUPATEN | i N T ——r -
Polres, RSUD, Pengadilan Negeri 1. Perli i
: Al e . . Perlindungan korban dan saksi
Kejaksaan, Teknis (Psikiater, 2. Penanganan medis (fisik/psikis)
rohaniawan, LSM,dsbnya) 3. Pelayanan rohani
- TIM PENUNJANG : 4. Visum
Ketua/Anggota Bidang Pelayayan 5. Pe.ndampingan Hukum

Korban Kekerasan Berbasis Gender

e ————

. jalur pelaporan
(derangan : + Jalurpeiap

Ditetapkan di Purwokerto
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